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TENTANG

TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

GI'BERIIT'R IYUSA TEI| GGARA TIUUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penJrusunan r€rncangan
peraturan di bidang kelembagaan perangkat daerah
Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang repar
struktur dan tepat fungsi, perlu dilakukan penataan
yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan
menyeluruh;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengkajian
sebagaimana dimalsud pada huruf a, perlu dibentuk
Tim Asistensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi
Penataan Kelembagaan perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Timur;

ysnglngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 19Sg tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16a91;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan lJndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58871; 4!,



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2OIg tentang pembinaan dan
Pengendalian penataan perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20i8 Nomor 15i9;;

MEMUTUSI(AN:

Menetaptan
KESATU
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAil

Tim Asistensi penataan Kelembagaan perangkat Daerah
Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara iimu..

Tugas Tim sebagaimana dimaksud
adalah melakukan pengk4jian
menyeluruh dalam rangka penataan
daerah kabupaten/kota.

P:"l11tt Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
SESATU "q"l"h sebagaimana tercanrum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksuddalam Diktum KESATU 
-bertangguni jawab kepada

Gubernur Nusa Tenggara Timur.

S-egala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada -bokumen pelaksanaan

Inggaran Satuan Ke{a perangkat Daerah (DpA _ SKpD) Biro
Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 202O.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal I
Januari 2O20.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal '0 HEI 102-0

tl) a.n. ?UBERNUR NUSA ?ENGGARA TIMUR

dalam Diktum KESATU
yang mendalam dan
kelembagaan perangkat

Tembusan :

l' Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupa.ng (sebagai laporan);
3. Anggota Tim rnasing-masing di Tempat.
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SUSUNAN TIM ASISTENSI
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA KEDUDTIKAIY
DAL/T.TT TIM

RINCIAIT
TUGAS

1 2 3 4
I Sekretaris Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur
Pengarah Memberikan arahan secara

umum terkait pelaksanaan
tugas Tim.

2 Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggung
iawab

Bertanggungiawab atas
pelaksanaan tusas Tim.

3 Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Ketua Memimpin secara langsung
pelaksanaan kegiatan
dimaksud dan berkoordinasi
dengan unit/instansi lain.

4 Kepala Baglan Kelembagaan dan Anjab
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Sekretaris Membuat perencaraaari. dan
langkah-langkah pelaksanaan
kegiatan serta memfasilitasi
seluruh kegiatan.

5 Kepala Sub Bagian Peraturan
Gubernur dan Keputusan Gubernur
pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

Anggota

rancangan
bupati/walikota;

c. melaksanakan

Peraturan

seluruh

a. mengatur secara teknis
tentang mekanisme
pelaksanaan kegiatan;

b. menyiapkan perundang-
undangan yang berkaitan
dengan kegiatan Asistensi
ranperda kab/kota dan

kegiatan Asistensi ranperda
kab/kota dan ranczrngan
peraturan bupati/ walikota;

d. menghimpun semua
peralatan, bahan-bahan
rapat dan melakukan
pekerjaan lain yang
berkaitan dengan Asistensi
ranperda kab/kota dan
ranc€rng€ln peraturan
bupati/walikota; dan

e.bertanggungiawab kepada
Ketua Tim berkaitan dengan
pelaksanaan tugas.

6 Kasubag Kelembagaan pada Biro
Oreari\isasi Setda Provinsi NTT

Anggota

7 Kasubag Analisis Jabatan pada Biro
Orsanisasi Setda Provinsi NTT

Anggota

8 Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro
Oreanisasi Setda Provinsi NTT

Anggota

9 Arnoldus Ranung, SE / Pelaksana
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Anggota

10 Julia M. N. Fuah, S.Kom / Pelaksana
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Anggota

11 Julius Lyberthus, SH / Pelaksana
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Anggota

L2 Marsella A. M. Billik, SE / Pelaksana
pada Biro Organisasi Setda Provinsi
NTT

Anggota

13 Oliana A. Padaleti / Pelaksana pada
Biro Orsanisasi Setda Provinsi NTT

Anggota

l4 Yesua Lani / Pelaksana pada Biro
Orsanisasi Setda Provinsi NTT

Anggota
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